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ABSTRACT

The Directorate General of Buddhist Community Guidance (Ditjen Bimas Buddha)
has carried out a bureaucratic reform program since 2012 intending to become a
work unit with a predicate Free Area from Corruption. The unfolding of the grand
corruption case involving top officials in the project to procure religious education
books raises whether the same corruption also occurs in religious services for the
Buddhist community. This research aims to uncover the petty corruption levels in
religious services and the factors contributing to these outcomes. This research uses a
mixed-method approach with a sequential explanatory research design that applies
surveys and qualitative methods to explain the survey achievements with GONE
theory analysis from Bologna. This study's findings are the value of the corruption
behavior of religious services at the Directorate General of Bimas Buddha exceeds the
minimum score 0f 13.5 to get the predicate of a corruption-free area. The level of petty
corruption in religious services is deficient, thus meeting a Corruption Free Zone's
requirements. The factors that contribute to this achievement are the fulfillment
of the basic needs of service officers by institutions, the low greed of officers due to
pujabakti activities initiated by service officers personally, the reduced opportunities
for corruption with the implementation of e-government (Organization Information
System applications and Houses of Worship
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ABSTRAK

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha (Ditjen Bimas Buddha) telah
melakukan program reformasti birokrasi sejak tahun 2012 dengan sasaran menjadi
satuan kerja yang berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi. Terkuaknya kasus
grand corruption yang melibatkan pejabat teras pada proyek pengadaan buku
pendidikan agama memunculkan pertanyaan apakah korupsi yang sama juga
terjadi pada layanan keagamaan bagi masyarakat Buddhis. Riset ini bertujuan
mengungkap tingkat korupst kecil pada layanan keagamaan dan faktor-faktor yang
berkontribusi pada capaian tersebut. Riset ini menggunakan pendekatan mixed
method dengan desain penelitian sequential explanatory yang mengaplikasikan
survei dan metode kualitatif untuk menjelaskan capaian survei dengan analisis
teori GONE dari Bologna. Hasil Temuan penelitian ini adalah nilai perilaku korupsi
layanan keagamaan di Ditjen Bimas Buddha melampaui batas minimal skor 13,5
untuk mendapatkan predikat wilayah bebas korupsi. Tingkat korupsi kecil pada
layanan keagamaan sangat rendah dengan demikian memenuhi persyaratan
Wilayah Bebas Korupsi. Faktor-faktor yang berkontribusi pada capaian tersebut
adalah terpenuhinya kebutuhan dasar petugas layanan oleh institusi, rendahnya
keserakahan petugas karena aktivitas pujabakti yang diinisiasi petugas layanan
secara pribadi, diperkecilnya kesempatan korupsi dengan implementasi
e-government (aplikasi Sistem Informasi Organisasi dan Rumah Ibadah
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PENDAHULUAN

Keputusan Menteri Agama Nomor 39 tahun
2015 tentang Rencana Strategis Kementerian
Agama Tahun 2015 - 2019 menargetkan
terwujudnya satuan kerja (satker) yang mampu
menerapkan Zona Integritas Wilayah Bebas
dari Korupsi (WBK) di tahun 2019. Salah satu
indikator hasil dari proses (faktor pengungkit)
pembangunan Zona Integritas tersebut adalah
tidak adanya temuan audit serta rendahnya
tingkat korupsi dalam pelayanan publik. Ditjen
Bimas Buddha merupakan salah satu satker
Kementerian Agama yang secara moral dan
regulasi mengemban amanah tersebut dengan
cara melaksanakan program Reformasi Birokrasi
Ditjen Buddha sejak tahun 2012.

Program Reformasi Birokrasi Ditjen Bimas
Buddha tersebut dihadapkan dengan fenomena
kasus korupsi pengadaan buku pendidikan
agama Buddha. Di tahun 2014 Ditjen Bimas
Buddha dikejutkan dengan pengusutan kasus
korupsi pengadaan buku pendidikan agama
yang menyeret beberapa pejabat teras aktif.
Berdasarkan pengembangan atas kasus yang
sama padatahun 2016 kembali terjadi pengusutan
yang juga menyeret pejabat tinggi lainnya. Kedua
pengusutan yang berujung pada vonis bersalah
kasus korupsi tersebut tentu sangat kontras
dengan hasil yang diharapkan dari program
Reformasi Birokrasi yaitu tidak adanya temuan
audit. Dalam lingkup ke-Indonesiaan kasus
tersebut menambah kesan keruh citra sektor
publik yang bernuansa agama yang sebelumnya
telah terkena kasus korupsi pengadaan Alqur’an
maupun kasus korupsi pada daerah yang menjadi
pelopor syariat Islam (Rafiie, Husni, & Atah,
2017: 176).

Kasus korupsi pejabat teras tersebut
hanya merupakan puncak dari gunung es yang
mengapung di atas permukaan laut. Puncak
gunung es tersebut mengindikasikan adanya
corruption hazard (kerawanan korupsi) yang
jauh lebih besar di bawahnya yang meliputi
aspek kegiatan yang rawan korupsi di antaranya
kegiatan perizinan (Rianto & Meuko, 2009: 26-
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27). Layanan keagamaan yang dilaksanakan
oleh Ditjen Bimas Buddha merupakan kegiatan
layanan yang berhubungan dengan perizinan
sehingga terindikasi dalam corruption hazard
tersebut.

Manfaat yang akan diperoleh dari penelitian
adalah sebagai konsiderans bagi Ditjen Bimas
Buddha untuk menyukseskan program Zona
Integritasnya dengan mereduksi faktor-faktor
yang berkontribusi terhadap terjadinya petty
corruption pada layanan keagamaan bagi
masyarakat.

Beberapa peneliti telah melakukan penelitian
tentang korupsi di antaranya Transparansi
Internasional (TI), Badan Pusat Statistik (BPS)
dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Kelompok peneliti Transparansi Internasional
memfokuskan pada riset persepsi Kkorupsi
di lembaga pemerintahan di 12 kota besar
Indonesia yang dilakukan setiap tahun dengan
menggunakan metode survei dengan responden
para pengusaha (Suyatmiko & Ratnaningtyas,
2017: 6). Para peneliti BPS mengukur hubungan
antara persepsi pengetahuan korupsi dengan
pembiaran/permisifitas masyarakat terhadap
perilaku korupsi dengan menggunakan metode
survei (BPS, 2017: 2). Penelitian penilaian
integritas yang dilakukan KPK difokuskan pada
pemetaan risiko korupsi dan mengukur capaian
upaya pencegahan korupsi yang dilakukan di
setiap K/L/P/D dengan menggunakan metode
survei (Susilo, Angraeni & Partohap, 2019: 165).

Beberapa peneliti lain juga melakukan
penelitian menggunakan metode kualitatif
tentang korupsi. Syamsurijal melakukan riset
tentang faktor yang mendukung terjadinya KKN
di Kantor Urusan Agama (Syamsurijal, 2017:
125). Asegaf meneliti komparasi kebijakan anti
korupsi dan strategi pendidikan antara negara
Indonesia dan Jepang (Assegaf 2017: 254).
Quah melakukan penelitian tentang komparasi
penyebab dan konsekwensi korupsi di Indonesia,
Filipina dan Thailand (Quah, 2003: 254)

Kebaruan yang dibawa oleh penelitian
ini terletak pada fokusnya tentang tingkat
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petty corruption di layanan keagamaan Ditjen
Bimas Buddha dengan penerapan survei dan
eksplanasinya dalam bentuk kualitatif dalam
suatu metode kombinasi memakai analisis teori
penyebab terjadinya korupsi GONE oleh Bologna
untuk mengupas pengaruh pembangunan
reformasi birokrasi Ditjen Bimas Buddha
terhadap tingkat korupsi tersebut.

Berdasarkan fenomena tersebut dipandang
perlu untuk dilakukan study tentang seberapa
besar tingkat korupsi yang terjadi pada layanan
keagamaan yang diselenggarakan institusi Ditjen
Bimas Buddha disertai penjelasan tentang faktor-
faktor yang menyebabkan capaian tersebut.
Penelitian ini memfokuskan pada masalah
seberapa besar tingkat petty corruption yang
terjadi pada Ditjen Bimas Buddha menurut
persepsi pengguna layanan disertai dengan
eksplanasi berupa faktor-faktor yang menjadi
kontributornya berdasarkan teori GONE.

Dalam memahamiterjadinyakorupsiterdapat
beberapa teori peyebab terjadinya korupsi di
antaranya adalah teori GONE. Teori GONE
dirumuskan oleh Bologna, Lindquist, dan Wells
yang merupakan singkatan dari diksi GONE yang
terdiri dari empat factor penyebab korupsi yaitu
Greeds, Opportunity, Needs, dan Expose (Engkus
dkk, 2020: 5298). Teori GONE dikembangkan
sehubungan dengan analisis faktor-faktor yang
berkontribusi terhadap terjadinya korupsi.
Faktor greeds atau keserakahan adalah factor
berkaitan dengan perilaku serakah yang secara
potensial ada di dalam diri setiap orang. Faktor
opportunity atau peluang/kesempatan berkaitan
dengan keadaan organisasi, instansi atau
masyarakat yang sedemikian rupa, sehingga
terbuka kesempatan bagi seseorang untuk
melakukan kecurangan. Needs (kebutuhan)
berkaitan dengan faktor-faktor yang dibutuhkan
oleh individu untuk menunjang hidupnya yang
wajar. Expose (pengungkapan) berkaitan dengan
tindakan atau konsekuensi sanksi atau hukum
yang dihadapi oleh pelaku kecurangan apabila
pelaku diketemukan melakukan kecurangan.
Di antara keempat faktor tersebut greed
(keserakahan) dan need (kebutuhan) merupakan

motif ekonomi yang paling banyak ditemui
dalam kejahatan korupsi (Bologna, Lindquist, &
Wells, 1996: 6). Greed disebabkan motif untuk
memperoleh keuntungan ekonomis secara cepat
sedangkan need disebabkan oleh motivasi untuk
memperoleh uang dengan mudah di tengah
kesulitan memenuhi kebutuhan hidup yang
mendasar (Bologna, Lindquist, & Wells, 1996:
198).

Keempat faktor dalam teori GONE tersebut
dapat dikelompokkan dalam dua pembagianbesar
berdasarkan kekuatan pengendalinya yaitu faktor
generik dan faktor individu (Afkar, Wicaksono, &
Faujiah, 2016: 13-14). Faktor generik merupakan
faktor yangberada padakendali organisasi. Faktor
generik ini meliputi kesempatan dan ekspose
sedangkan keserakahan dan kebutuhan adalah
factor individu. Pada umumnya kesempatan
melakukan tindak korupsi selalu ada pada setiap
kedudukan, hanya saja adanya kesempatan besar
maupun kecil tergantung kedudukan pelaku
menempati kedudukan pada manajemen atau
pegawai biasa. Sedangkan ekspose berkaitan
dengan kemampuan dapat diungkapnya suatu
penyalahgunaan, dan sifat sertaluasnya hukuman
bagi pelakunya. Semakin besar ekspose terhadap
tindak korupsi yang terjadi, maka kemungkinan
pelaku melakukan korupsi semakin kecil. Factor
individu pada korupsi pengendaliannya terletak
pada individu yang memiliki kesempatan.
Sekecil apapun kesempatan yang terbuka serta
seberat apapun ekspose atau tindak hukuman
yang diberikan akan tidak bermanfaat untuk
mengekang terjadinya korupsi pada pribadi yang
memiliki kebutuhan dasar yang mendesak dan
atau memiliki keserakahan yang tinggi.

Korupsi secara umum adalah perbuatan
menyalahgunakan kekuasaan yang diamanahkan
untuk keuntungan pribadi (Rose-Ackerman &
Palitka 2016: 9). Korupsi pada sektor publik
dikelompokkan menjadi dua berdasarkan
besarannya yaitu grand dan petty corruption
h11. Tindakan korupsi dibagi menjadi grand
corruption dan petty corruption (Rose-
Ackerman & Palifka 2016: 11). Grand corruption
didefinisikan sebagai penyalahgunaan jabatan
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publik pada level yang cukup tinggi di suatu
negara melibatkan politisi, birokrat dan aktor
swasta (Dahlstrom, 2012: 4) di mana pejabat
yang sangat berkuasa walaupun populasinya
kecil namun besaran uang yang terlibat adalah
sangat besar (Rose-Ackerman & Palifka, 2016:
11). Petty corruption disebut juga street level
corruption atau low level corruption adalah
korupsi yang melibatkan masyarakat pengusaha
atau pengurus organisasi dengan birokrat level
rendah (Lennhag, 2012: 73) yang memerlukan ijin
organisasi atau bisnisnya (Lambert-Mogiliansky,
Majumdar & Radner 2007: 352), dalam layanan
publik sehari-hari (Teorell, 2007: 9).

Layanan publik merupakan tanggung jawab
dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah, baik
pusat dan daerah, sebagai upaya memenuhi
kebutuhan masyarakat berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan dengan hasil
layanan berbentuk barang atau jasa (Kadir, 2014:
58). Di antara 4 komposisi layanan keagamaan
Kementerian Agama (Menteri Agama, 2017: 4)
Ditjen Bimas Buddha baru melayani masyarakat
untuk layanan sarana dan prasarana ibadah dan
layanan lembaga sosial keagamaan (Syaifullah,
2019: 75). Layanan keagamaan Ditjen Bimas
Buddha sebagaimana layanan publik lainnya
memiliki potensi terjadinya petty corruption
berupa penyuapan, pemerasan (BPS, 2017: 2),
gratifikasi serta percaloan (Susilo, Angraeni &
Partohap 2019: 165-168).

Suap menyuap merupakan tindakan atau
perbuatan memberikan sesuatu yang berharga
pada pemangku jabatan sebagai imbal balik
sebuah transaksi sebagai syarat agar transaksinya
berhasil (Mapuasari & Mahmudah, 2018: 165)
termasuk menjanjikan sesuatu kepada pegawai
negeri atau penyelenggara negara agar berbuat
atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya
yang bertentangan dengan kewajibannya (KPK,
2006: 27). Suap yang terjadi di masyarakat di
antaranya pemenuhan persyaratan peraturan
atau perizinan, pemenuhan syarat bantuan
pemerintah atau persetujuan hak istimewa
tertentu (Mashali, 2012: 775).
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Pemerasan sangat meresahkan dalam
layanan publik sehingga dibentuklah tim Saber
Pungli (Fariz, 2019: 27). Pemerasan diartikan
perbuatan petugas layanan publik kepada
pengguna layanan untuk memaksa: 1) memberi,
2) membeli, 3) menerima pembayaran dengan
potongan, 4) mengerjakan sesuatu untuk dirinya
sendiri berupa segala sesuatu di luar ketentuan
(Tim Spora, 2015: 38). Pemerasan inisiatifnya
bisa juga berasal dari pengguna layanan
dengan tujuan memastikan bahwa layanan
publik dilaksanakan sesuai prosedur resmi
yang berbeda dengan penyuapan walau subjek
inisiatornya namun tujuannya berbeda yaitu
mengubah keputusan dengan menentang aturan
(Argandona, 2005: 251).

Gratifikasi merupakan pemberian hadiah
dalam arti luas kepada penyelenggara negara
dan berhubungan dengan jabatannya (KPK,
2006: 2). Gratifikasi berupa pemberian uang,
barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa
bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan,
perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan
fasilitas lainnya (Mapuasari & Mahmudah, 2018:
166) diberikan secara sukarela sebagai bentuk
dinamis dari suatu “kontrak sosial” dengan
ekspektasi datangnya suatu manfaat di masa
depan (Steidlmeier, 1999: 123).

Percaloan merupakan agensi antara birokrat
maupun masyarakat dalam praktik pelayanan
(Jati, 2011: 77) yang bentuknya bisa berupa
pribadi atau biro jasa layanan yang pada akhirnya
akan membuat proses pelayanan birokrasi yang
kompleks, rumit, dan berbelit-belit menjadi
lebih mudah (Rachmawati & Nasution, 2015:
141). Walaupun percaloan tidak termasuk
dalam delik UU Tindak Pidana Korupsi namun
demikian percaloan secara jelas telah menjadi
ajang komoditas rente para birokrat dengan
komisi dari para calo (Jati, 2011:75) sehingga
menyebabkan terjadinya diskriminasi dalam
layanan publik (Yusriadi & Misnawati, 2017:
103-104) menjadikan harga layanan lebih mahal
dan menambah panjang alur prosedur (Surdin,
2016:180)
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METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan
metode kombinasi atau disebut juga mixed
method. Desain penelitian yang diterapkan
adalah sequential explanatory yaitu berupa
urutan pembuktian yang melibatkan kuantitatif
dan kualitatif (Sugiyono, 2017: 415-416). Pada
tahap pertama dilakukan penelitian kuantitatif
deskriptif dengan menggunakan teknik survey.
Pendekatan kualitatif diterapkan dengan tujuan
untuk memperdalam data kuantitatif. Desain
sequential explanatory dipilih karena dianggap
mampu untuk menghasilkan deskripsi kuantitatif
tingkat korupsi pada layanan keagamaan serta
menggali faktor-faktor kontributornya.

Besar sampel ditentukan dengan rumus
Slovin, error tolerance ditetapkan 6 %. Teknik
pengambilan sampel memakai metode purposive
sampling. Populasi adalah masyarakat pengguna
layanan publik pada layanan keagamaan Ditjen
Bimas Buddha. Teknik pengumpulan data
menggunakan angket yang disebarkan dengan
platform google form. Penelitian dilakukan
pada bulan Agustus sampai dengan Desember
2019. Data dianalisis secara sederhana dengan
menggunakan tabel frekuensi.

Di tahap penelitian kualitatif, narasumber
penelitian adalah PNS yang berhubungan dengan
layanan publik pada keagamaan Ditjen Bimas
Buddha. Data diperoleh dengan wawancara dan
studi dokumen resmi berupa sumber tertulis
maupun sumber digital berupa publikasi pada
website maupun media sosial yang dikeluarkan
oleh Ditjen Bimas Buddha. Data dianalisis dengan
teori GONE oleh Jack Bologna.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tingkat Korupsi Kecil Layanan
Keagamaan Ditjen Bimas Buddha

Penelitian tahap pertama adalah mengukur
seberapa tinggi tingkat persepsi masyarakat
terhadap korupsi kecil yang terjadi di Layanan
Keagamaan Ditjen Bimas Buddha. Pengetahuan
tentang tingkat korupsi kecil tersebut diperoleh
dari respon pengguna layanan keagamaan Ditjen

Bimas Buddha yang berhasil terkumpul yaitu
sebanyak 234 responden. Populasi masyarakat
pengguna layanan keagamaan Ditjen Bimas
Buddha per November 2019 adalah 1.483 dengan
error tolerance 6% maka jumlah ukuran sampel
minimal adalah 234 responden dengan demikian
data yang terkumpul memenuhi besaran sampel
yang direncanakan.

Tabel 1 Data Perilaku Koruptif Layanan Masyarakat
Ditjen Bimas Buddha

No. Perilaku Skor Menyatakan Koruptif
Perilaku
(@) () (GY)
b)
1 Pemerasan 3.9787 2 orang 0.85%
2 Penyuapan 3.9872 1orang 0.43%
3 Gratifikasi 3.9106 10 orang 4.26%
4 Percaloan 3.9872 1orang 0.43%
Nilai Perilaku 3.9660 14 orang 5.97%

Korupsi
Sumber: data diolah, 2019.

Perilaku (a) adalah unsur-unsur perilaku
korupsi yang dipersepsi oleh responden. Skor
Perilaku (b) adalah jumlah penilaian responden
terhadap perilaku korupsi tertentu dibagi dengan
jumlah responden yang menilai. Menyatakan
koruptif (c) adalah jumlah responden yang
mengalami perilaku korupsi saat mengurus
layanan. Menyatakan koruptif (d) adalah
persentase responden yang mengalami perilaku
korupsi saat mengurus layanan. Nilai perilaku
korupsi adalah nilai perilaku korupsi yang terjadi
pada layanan. Nilai perilaku korupsi didapatkan
dari skor perilaku: 1) pemerasan, 2) penyuapan,
3) gratifikasi, dan 4) percaloan dirata-ratakan
dengan bobot yang sama. Skor perilaku (b)
didapatkan dari jumlah penilaian responden
dibagi dengan jumlah responden untuk tiap
unsur perilaku.

Perilaku korupsi dinilai dengan skala 4.
Nilai tertinggi 4 dan nilai terendah 1. Semakin
besar nilai perilaku korupsi dimaknai semakin
jarang korupsi kecil yang terjadi pada layanan.
Pencapaian nilai 4,0000 dimaknai bahwa secara
mutlak/absolut tidak terdapat korupsi kecil
pada layanan. Pencapaian nilai 1,0000 dimaknai
bahwa secara mutlak/absolut seluruh layanan
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masyarakat Ditjen Bimas Buddha dipenuhi
berbagai korupsi kecil.

Nilai perilaku korupsi layanan publik Ditjen
Bimas Buddha mencapai skor 3,9660. Nilai ini
bermakna sangat jarang terjadi korupsi kecil
pada layanan keagamaan Ditjen Bimas Buddha.
Nilai tersebut setara dengan skor 14,87 dalam
persepsi korupsi dalam tabel Penilaian Mandiri
Pembangunan Zona Integritas. Skor lebih baik
dibandingkan dengan batas minimal 13,5 yang
disyaratkan Permenpan RB Nomor 10 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang
Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju
Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah
Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan
Instansi Pemerintah. Permenpan RB tersebut
untuk memperoleh predikat Wilayah Bebas dari
Korupsi.

Kontribusi tertinggi nilai perilaku korupsi
disumbangkan oleh pemerasan, penyuapan,
dan gratifikasi. Sedangkan kontribusi terendah
diberikan oleh percaloan. Pemerasan, penyuapan,
dan percaloan menyumbang nilai rata-rata
3,9787. Gratifikasi menyumbang nilai rata-rata
3,9106.

Responden yang menyatakan terdapat
korupsi pada layanan masyarakat Ditjen Bimas
Buddha berjumlah 14 orang atau sebesar
5,97%. Responden yang menyatakan terdapat
pemerasan berjumlah 2 orang atau sebesar
0,85%. Responden yang menyatakan terdapat
penyuapan berjumlah 1 orang atau sebesar
0,43 %. Responden yang menyatakan terdapat
gratifikasi berjumlah 10 orang atau sebesar
4,26 %. Responden yang menyatakan terdapat
percaloan berjumlah 1 orang atau sebesar 0,43 %.

Eksplanasi Faktor Greedy

Faktor keserakahan (greedy) yang rendah
berkontribusi pada rendahnya korupsi pada
tahun 2018 dan 2019. Keserakahan adalah moral
yang meliputi karakter, kejujuran dan integritas
yang berhubungan dengan keserakahan (Afkar,
Wicaksono & Faujiah, 2016: 13) untuk hidup
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melebihi kebutuhan (Myers, 1997: 33). Pujabakti
berupa peribadatan agama Buddha (Mastiono,
2016: 3) vyang dilakukan secara intensif
mempengaruhi narasumber terhadap hasrat
dalam hidup. Para petugas layanan cenderung
untuk memuaskan diri dengan yang diterima
dari pada berkeinginan untuk meningkatkan
hirarki kebutuhannya (Maslow, 1943: 372)
apalagi dengan cara mencari sumber penghasilan
lain dengan cara korupsi. Kesempatan menjadi
PNS di bagian pelayanan lebih dipandang
sebagai terbukanya kesempatan untuk lebih
meningkatkan produktivitas dalam melayani
masyarakat dari pada kesempatan untuk mencari
hidup yang lebih sejahtera (Sergio and Rylova,
2018: 120-121).

Rangkaian pujabakti yang dilakukan secara
pribadi oleh petugas layanan intensitasnya lebih
tinggi dibandingkan umat awam. Bila umat
awam melakukan pujabakti seminggu sekali
di tempat ibadah, petugas layanan melakukan
pujabakti setidaknya 2 kali sehari dengan waktu
tidak kurang dari 30 menit untuk setiap kali
pujabakti. Pembacaan paritta berupa mantra
dari dhamma sang Buddha (Eddy, 2019: 179)
memberikan keyakinan terpenuhinya kebutuhan
dasar petugas layanan (Thero, 2005: 1). Kegiatan
anussati memberikan kesadaran penuh berupa
perenungan yang terjadi secara terus menerus
dalam kehidupan sehari-hari (Eindarvudha,
2017: 3). Samadhi yang membiasakan bersikap
tenang pada satu objek diyakini mereka dapat
meredakan berbagai carita (hasrat buruk)
di antaranya carita yang penuh nafsu, dan
carita spekulatif (Bramantyo, 2015: 82-83)
mendatangkan kepuasan terhadap kehidupan
saat ini walaupun dipandang berkekurangan oleh
orang lain (Kharina & Saragih, 2012: 10). Dana
paramita mereka yakini akan mendatangkan sifat
kedermawanan yang sempurna (Matiu, 2018: 89)
perbuatan luhur berupa materil atau spiritual
(Wijayanto, 2009: 53), kebajikan kemurahan hati
yang sempurna (Suamba, 2016: 21).

Walaupun ada sebagian yang menganggap

hasil pujabakti tersebut bukan merupakan
pengalaman pengetahuan dan rasionalitas
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(Yuliyanti, 2012: 35) namun rangkaian pujabakti
tersebut setidaknya merupakan proses afirmasi
bawah sadar yang mendahului kehadiran
kesadaran sebagaimana aksi mendahului
kehadiran refleksi (Bargh & Morsella, 2008:
73). Afirmasi bawah sadar yang dilakukan dalam
puja bakti yang kontinu dengan intensitas tinggi
(Salamah, 2020: v) untuk menyebarkan cinta
kasih pada sesama sebagaimana yang dilakukan
narasumber cukup menjelaskan fenomena yang
terjadi pada tahun 2018. Di tahun itu faktor-
faktor yang mempengaruhi korupsi (Isgiyata,
Indayani & Budiyoni, 2018: 32) berupa luasnya
kesempatan dan tidak jelasnya sanksi sangat
mendukung terjadinya korupsi (Ismatullah &
Eriswanto 2016: 135) ditambah kesenjangan
kesejahteraan dengan bagian lain yang lebih
banyak DIPA-nya akan mendukung banyak
excuse untuk melakukan korupsi di layanan
publik Ditjen Bimas Buddha sedangkan faktor
yang tidak mendukung terjadinya korupsi hanya
faktor terpuaskannya kebutuhan dasar saja.
Namun korupsi yang terjadi hanya dilaporkan
oleh 5,54% responden. Keserakahan yang
dikerdilkan oleh proses kesadaran diri yang
mendominasi dari aktivitas pujabakti tersebut
tidak berdaya melawan kesadaran metta karuna,
kesadaran cinta kasih sesama untuk melayani
umat.

Eksplanasi Faktor Opportunity

Berdasarkan unsur opportunity (kesem-
patan) dilakukan analisis terhadap 13 responden
atau 5,54% yang menyampaikan tentang adanya
korupsiditahun2018. Pemerasan dinyatakanoleh
2 orang responden yang menyampaikan terjadi
6 peristiwa pemerasan. Gratifikasi disampaikan
oleh 9 responden yang mengalami 20 peristiwa.
Percaloan disampaikan oleh 1 responden yang
mengalami 3 peristiwa. Penyuapan disampaikan
oleh 1 responden yang mengalami 3 peristiwa.

Korupsi yang dialami 5,54% responden
tersebut salah satunya disebabkan opportunity
(kesempatan) yang terbuka oleh sistem layanan
publik yang diimplementasikan di tahun 2018.
Satu-satunya mekanisme dan prosedur layanan

tahun 2018 adalah layanan offline. Layanan yang
offline tersebut juga tidak didukung penetapan
standar pelayanan sehingga waktu penyelesaian
layanan tidak dapat ditentukan (Syaifullah,
2019: 82) dan pengguna layanan juga tidak
dapat menuntut batas waktu penyelesaian
karena belum ada standarnya. Kasus yang
sama juga terjadi di PLN yaitu penerapan
layanan offline dalam registrasi layanan publik
di memberi peluang percaloan merugikan
pelanggan (Bukhori, 2018: 16). Terjadinya
3 kasus percaloan pada seorang responden
berhubungan dengan 3 unit birokrasi yang dilalui
oleh responden tersebut yaitu Penyelenggara
Bimbingan Masyarakat (Penyelenggara Bimas)
Buddha di Kantor Kementerian Agama (tingkat
kabupaten), Pembimbing Masyarakat Buddha
di Kantor Wilayah Kementerian Agama (tingkat
provinsi) serta petugas layanan di kantor Ditjen
Bimas Buddha. Profil responden yang dengan
alasan waktu dan jarak sulit menjangkau
Kantor Kementerian Agama, Kantor Wilayah
Kementerian Agama, dan Ditjen Bimas Buddha
memicu pengguna layanan mencari mekanisme
lain yaitu percaloan. Responden yang sama
juga menyampaikan terjadinya 3 peristiwa
penyuapan. Percaloan yang bersamaan dengan
“penyuapan” biasanya terjadi pada birokrat
untuk mendapatkan komisi dari para calo (Jati,
2011: 75). Para narasumber petugas layanan
keagamaan menolak kejadian penyuapan ini dan
menyandarkan stigma penyuapan berasal dari
calo yang mengatasnamakan petugas layanan
untuk kesejahteraan calo sendiri. Bantahan
ini diperkuat dengan kejadian yang hanya
terjadi pada satu responden yang sama dengan
responden suap sedangkan responden lainnya
tidak ada yang menyampaikan percaloan dan
penyuapan.

Peristiwa pemerasan yang dialami oleh
2 responden yang mengalami 3 pemerasan
disebabkan mekanisme pengiriman dokumen.
Dokumen pengurusan layanan sekurangnya
akan mengalami 3 kali proses pengiriman dari
Penyelenggara Bimas Buddha ke Pembimas
Buddha untuk dikirim lagi ke Ditjen Bimas
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Buddha dan hasil layanan dari Ditjen Bimas
Buddha ke Pembimas Buddha. Waktu
pengiriman dokumen yang tidak dipastikan
jadwalnya tersebut disebabkan oleh mekanisme
penganggaran ekspedisi melalui sub bagian
tata usaha di tiga unit kerja tersebut sehingga
pengirimannya tergantung dengan Kkebijakan
dari sub bagian tata usaha. Celah system ini yang
menyebabkan kesempatan perilaku koruptif
dalam hal “facilitating payments” (Argandona,
2005: 251) berupa uang pos kilat/ekspedisi bagi
pengguna layanan yang memerlukan kejelasan
waktu penyelesaian dibandingkan menanti tanpa
kejelasan.

Interaksi fisik antara pengguna layanan
dengan 3,83% responden adalah salah satu
penyebab 20 peristiwa gratifikasi di tahun 2018.
Waktupenyelesaianyangtidakjelassertainteraksi
fisik antara pengguna dan petugas layanan
menyebabkan pengguna layanan mempersepsi
upaya yang dilakukan petugas layanan tidaklah
mudah. Saat memperoleh hasil layanan dalam
penantian yang tidak jelas dipersepsi 3,83%
responden dengan rasa syukur berupa tanda
terima kasih kepada petugas layanan.

Perilaku korupsi di tahun 2019 yang
disampaikan oleh 0,43% menunjukkan kontribusi
implementasi Sistem Informasi Organisasi dan
Rumah Ibadah yang didukung penetapan standar
pelayanannya. Celah kesempatan korupsi yang
sebelumnya terbuka dari ketidakpastian waktu
penyelesaian dan interaksi fisik antara pengguna
dan petugas layanan sudah 100% ditutup SIORI.
SIORI sebagai bagian dari e-Government
Ditjen Bimas Buddha merupakan penggunaan
teknologi informasi komunikasi berbasis internet
yang bermanfaat dalam memperbaiki efisiensi,
efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas
implementasi pemerintahan (Prahono & Elidjen,
2015: 28). Waktu penyelesaian layanan dari
semula tidak ada kejelasan telah diubah dengan
dipastikan penyelesaiannya dengan penetapan
standar pelayanan menjadi 3 hari kerja
(pemenuhan efektivitas). Interaksi fisik antara
pengguna dan petugas serta ekspedisi berkas
yang tidak jelas jadwal pengirimannya digantikan
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dengan pemberkasan online (efisiensi waktu dan
biaya). Segala ketentuan tentang layanan dapat
diakses siapapun secara online (transparansi).
Akun khusus bagi pengguna layanan berfungsi
untuk memantau status lancar atau mandeknya
proses layanan pada unit tertentu (akuntabilitas)
yang dapat diketahui statusnya secara realtime
(Bimas Buddha, 2017: 42) sehingga persoalan
asimetri informasi yang menimbulkan moral
hazard agen dapat direduksi (Rahayuningtyas &
Setyaningrum, 2018: 435) di tahun 2019.

Eksplanasi Faktor Needs

Faktor kebutuhan (needs) yang dipenuhi
secara layak oleh institusi berkontribusi pada
rendahnya korupsi pada layanan keagamaan
Ditjen Bimas Buddha di tahun 2018 dan 2019.
Kebutuhan adalah konstruk mengenai kekuatan
otak yang mengorganisir berbagai proses seperti
persepsi, berfikir, berbuat untuk mengubah
kondisi yang ada dan tidak memuaskan. bisa
dibangkitkan oleh proses internal, tetapi lebih
sering dirangsang oleh faktor lingkungan
(Alwisol, 2018:194). Kebutuhan menurut Alderfer
terdiri dari: kebutuhan eksistensi (existence),
kebutuhan berhubungan (relatedness), dan
kebutuhan pertumbuhan (growth) (Budiman,
2019: 128). Kebutuhan dalam klasifikasi Maslow
adalah fisiologis, keamanan, sosial, penghargaan
dan aktualisasi diri (Maslow, 1943: 372).

Pemenuhan kebutuhan dasar adalah
pemenuhan kebutuhan pangan (Maslow, 1943:
372) untuk bertahan hidup menurut Al — Ghazali
(Shidiq, 2009: 122) keamanan, keselamatan
(Budiman, 2019: 128), termasuk di dalamnya
kesehatan. Kebutuhan dasar tersebut menurut
Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015
Tentang Pengupahan adalah kebutuhan untuk
memenuhi penghidupan yang layak bagi diri
pekerja dan keluarga secara wajar. Bila terdapat
stimulasi untuk pemenuhan kebutuhan seperti
kesehatan, pendidikan dasar anak, terancam
terusir dari rumah kontrakan maka hal ini akan
menjadi motivasi terjadinya korupsi.

Di tahun 2018 pemenuhan kebutuhan
dasar petugas layanan Ditjen Bimas Buddha
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Rp 1.424.664,18/bulan lebih tinggi dari pada
kebutuhan dasar di Provinsi DKI Jakarta yang
biaya hidupnya tertinggi (Igbal, 2019: 1) (BPS,
2019: 93) di Indonesia. UMP DKI Jakarta
tahun 2018 sebesar Rp 3.648.035,82/bulan
berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 182
tahun 2017 tentang Upah Minimum Provinsi
(UMP). Sedangkan gaji pokok petugas layanan
publik yang bergolongan IIIa dengan masa kerja
0 tahun adalah Rp 2.456.700/bulan berdasarkan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
30 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ketujuh
Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun
1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri
Sipil Gaji Pokok PNS. Gaji pokok tersebut masih
ditambah Rp 2.616.000,00 berupa tunjanan
kinerja untuk kelas jabatan 7 berdasarkan
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor
154 Tahun 2015 Tentang Tunjangan Kinerja
Pegawai Di Lingkungan Kementerian Agama.
Jumlah penghasilan petugas layanan publik
adalah penjumlahan keduanya yaitu sebesar Rp
5.072.700,00.

Di tahun 2019 pemenuhan kebutuhan
dasar petugas layanan Ditjen Bimas Buddha Rp
1.566.426,90/bulan lebih tinggi dari pada UMP
DKI Jakarta. UMP DKI Jakarta tahun 2019 Rp
3.940.973,096/bulan berdasarkan Peraturan
Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Upah
Minimum Provinsi Tahun 2019. Sedangkan gaji
pokok PNS Rp 2.579.400,00 untuk Gol IIIa o
tahun di tahun 2019 berdasarkan Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun
2019 Tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977
Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.
Tunjangan kinerja sebesar Rp 2.928.000,00
bagi PNS dengan kelas jabatan 7 berdasarkan
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor
130 Tahun 2018 Tentang Tunjangan Kinerja
Pegawai Di Lingkungan Kementerian Agama.
Dengan demikian jumlah gaji pokok dan
tunjangan kinerja pada tahun 2019 adalah
sebesar Rp 5.072.700,00

.Eksplanasi Faktor Ekspose

Faktor ekspose tidak berkontribusi pada
pencapaian nilai perilaku korupsi korupsi kecil di
tahun 2018 dan 2019. Ekspose berupa ancaman
sanksi maupun pengungkapan (Afkar, Wicaksono
& Faujiah, 2016: 13) yang spesifik terhadap petty
corruption belum pernah terbit di layanan publik
Ditjen Bimas Buddha. Sanksi yang dimuat dalam
maklumat layanan pada standar pelayanan baru
ditetapkan tahun 2019 itupun hanya berupa
klausul “bersedia menerima sanksi sesuai dengan
hukum dan aturan yang berlaku”. Spesifikasi
klausa “berdasarkan hukum dan peraturan yang
berlaku tersebut” tidak pernah dispesifikasi
kepada narasumber petugas layanan.

Satu-satunya ekspose adalah  grand
corruption pengadaan buku Pendidikan agama
pada tahun 2012. Penuntutan kasus tersebut
dua gelombang yaitu di tahun 2014 dan 2016
dengan vonis penjara 5 dan 6 tahun (Amirullah,
2016: 1). Pengaruh kasus tersebut terhadap
petugas layanan keagamaan bukan terletak pada
hukuman vonis penjara tetapi lebih pada rasa
malu sebagai bagian dari satu institusi. Kasus
tersebut juga menyadarkan pengguna layanan
tentang hak dan kewajibannya sehingga bila riset
Syamsurijal menemukan resistensi masyarakat
terhadap penghilangan praktek pungli dan
budaya gratifikasi di KUA, justru pada layanan
publik Ditjen Bimas Buddha perilaku korupsi
hanya dilaporkan 5,97% responden (Syamsurijal,
2017: 25).

SIMPULAN

Nilai perilaku korupsi layanan keagamaan
Ditjen Bimas Buddha sebesar 3,9660 artinya
sangat jarang terjadi korupsi. Nilai tersebut
setara dengan skor 14,87 dalam kertas kerja
Wilayah Bebas Korupsi yang melampaui batas
minimal skor 13,5 untuk mendapatkan predikat
Wilayah Bebas Korupsi. Berdasarkan klasifikasi
teori GONE Bologna dkk faktor yang paling
berkontribusi pada rendahnya korupsi yang
terjadi di Bimas Buddha selama tahun 2018 dan
2019 adalah faktor terpenuhinya kebutuhan
dasar petugas layanan oleh institusi serta faktor
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rendahnya sikap serakah petugas layanan karena
pujabakti yang intensif serta mengecilnya
faktor kesempatan di tahun 2019 dengan
terimplementasinya e-Government (SIORI).
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